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QUOTE

“Semakin masa depan tidak pasti, semakin diperlukan
kemampuan “Board” untuk membuat masa depan menjadi
lebih pasti. Kemampuan apa yang perlu dimiliki oleh “Board”
untuk memasuki lingkungan bisnis yang tinggi ketidakpastian ?”
(M)

“Good results without good planning come from good luck not
good management” (David Jaquith)




Sumber Hukum

* Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lex
Generalis PT).

e Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) ( Lex Specialist PT.Persero & Perum ).

e Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lex Specialist
PT. Terbuka).

* PP No.23 Tahun 2022 tentang Perubahan PP No.45 Tahun 2005
tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.




Konsep Organ Pengawas

* Menganut “Two Tier”, dan DK & DP adalah Organ Pengawasan Aktif
dan Pasif.

. B.K 6I3<¢ DP memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan
ireksi.

e Syarat untuk menjadi DK & DP pada umumnya mensyaratkan adanya
fiduciary duties, profesionalisme, independensi dan kompetensi.

* Untuk PT.Persero & Perum kedudukan DK & DP ada hubungan dengan
tuEas dan tan%gung jawab Menteri sebagai representasi pemegang
saham pengendali/utama.

* Untuk PT.Tbk kedudukan DK memiliki tanggung jawab terhadap
pemegang saham publik, khususnya Komisaris Independen.




Prinsip Umum DK

 Bersifat Kolektif karena keputusan diambil atas nama Dewan
Komisaris.

* Tindakan yang dilakukan bersifat Pengawasan dan Nasehat.

* Peran dan Tanggung Jawabnya hanya untuk kepentingan perseroan.
* Terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.

* Dapat membentuk komite-komite.

* Beranggotakan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi
luas.




Prinsip Umum DP

* Organ pengawasan untuk badan hukum selain PT, misalnya Yayasan,
Koperasi.

* Tugas dan tanggung jawabnya adalah sama dengan Dewan Komisaris
namun fungsi representasi pihak pengendali.

* Terdapat dibeberapa kewenangan, seperti fungsi pengawasan
pengelolaan keuangan menjadi kewenangan pengawas.

* Pengaturan pengawasan yang bersifat rutin.
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PP 23 Tahun 2022

* Anggota DK atau DP dapat diberhentikan antara lain “terlibat dalam
dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara” ;
“melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan “.

 RUPS/Menteri dapat memberhentikan dengan alasan lain demi
kepentingan dan tujuan BUMN.

* DK atau DP tidak diminta pertanggung jawabkan bilamana dapat
membuktikan : melakukan pengawasan dengan itikad baik dan hati-
hati; tidak memiliki conflict of interest yg merugikan ; memberikan
nasehat untuk mencegah terjadinya kerugian.



Isu Pengawasan DK & DP

* DK & DP melakukan pengawasan dan pemberian nasehat sesuai
dengan maksud dan tujuan perseroan.

* Beban pembuktian atas itikad baik dan kehati-hatian serta mencegah
terjadinya kerugian harus tercermin dalam tindakan pengawasan dan
nasehat yang diberikan.

* Peran dan fungsi DK & DP tidak efektif bilamana DK & DP tidak
kompeten, profesional dan independen.

* Pengaruh Pemegang Saham Pengendali/RUPS/Menteri harus
didudukan dalam kerangka PT dan BUMN sehingga tidak
menimbulkan ketidak pastian hukum.




Komisaris/Komisaris Independen/Utusan

 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan
tanggung jawab sesuai UU dan Anggaran Dasar, tidak ada perbedaan
diantaranya.

* Title Komisaris Independen diberikan kepada Komisaris yang tidak
memiliki hubungan kepemilikan/saham dengan perseroan dan tugas-
tugas tambahan lain yang berkaitan dengan GCG dan Perlindungan
Investor.

* Fungsi Komisaris Utusan diberikan kepada Komisaris yang dapat
mendampingi Direksi untuk jangka waktu tertentu dan ditegaskan
didalam Anggaran Dasar tentang adanya Komisaris Utusan.




Tantangan DK & DP

* Keselarasan antara tugas pengawasan dengan pemenuhan tanggung
jawab untuk kepentingan perseroan.

* Mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan menggunakan perangkat
vang dimiliki oleh DK & DP sehingga sejalan dengan langkah Direksi.

* Batas yang tegas mana tanggung jawab DK, DP dengan Direksi atau
Pengurus.

* Menyamakan langkah dan penguasaan pengelolaan perseroan
sehingga Direksi dan DK serta DP mampu secara efektif menjalankan
maksud dan tujuan perseroan.

* Untuk tanggung jawab atas kerugian negara maka DK BUMN wajib
memiliki agenda pengawasan yang lebih detail dan strategis.




e Terima Kasih




